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MOTO 

"Allah Selalu bersama dengan orang yang bersabar." 

 

PERSEMBAHAN 

Puji syukur kepada Allah SWT, Sang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan rahmat, 

hidayah, dan kekuatan kepada saya dalam setiap langkah. Tiada pencapaian tanpa izin dan 

kehendak-Nya. 

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya ( ayah saya Aliaspar, S.Pd., 

MM. dan Ibu Saya Lita Partini) yang telah banyak berkorban waktu, pikiran, dan lain 

sebagainya untuk mendidik dan  membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang agar 

penulis menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia. Skripsi ini adalah tanda bukti 

yang sangat kecil daripada perjuangan saya untuk pengorbanan yang diberikan oleh 

kedua orang tua saya. 

2. Untuk Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H., dosen pembimbing yang telah dengan 

sabar membimbing saya selama proses penulisan skripsi ini. Saya begitu berterima kasih 

atas segala waktu, ilmu, dan arahan Bapak yang telah membentuk saya menjadi 

mahasiswa yang lebih baik. Tanpa Bapak, mungkin skripsi ini takkan terselesaikan sebaik 

ini. 

3. Untuk Ermy Marlinda, teman dekat saya yang saya sayangi, selalu menjadi tempat 

berbagi cerita, kebahagiaan dan penyemangat saya dalam perjalanan menyelesaikan 

skripsi ini. Juga untuk Faisal, Bana, Mahfud,  Ihen (kodet) teman sekontrakan yang 

senantiasa menjadi penghibur di tengah kesibukan, teman yang selalu mendengarkan 

cerita disaat banyaknya permasalahan, dan keluarga kecil di kota orang tempat penulis 

menimba ilmu. 

4. Untuk Bilal, Afgha, Fajar, dan Fherdy (Baccarat Grup), teman perkuliahan yang 

selalu setia menemani, mengingatkan tugas, absen, dan berbagai hal kecil menghibur 

lainnya yang ternyata sangat berarti. Terima kasih atas kehangatan persahabatan yang 

membuat masa perkuliahan menjadi penuh warna dan kenangan indah. 
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Penelitian ini mengkaji hak kampanye menteri sebagai pejabat negara berdasarkan asas 

pemilihan umum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pelaksanaan 

pemilu yang berlandaskan asas "Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil" 

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E UUD NRI 1945. Hak kampanye menteri menjadi 

isu ketatanegaraan yang menarik karena adanya potensi benturan antara hak politik menteri 

sebagai warga negara dan kewajiban mereka menjaga netralitas serta integritas proses pemilu. 

Penelitian ini berfokus pada dua isu utama: pertama, analisis hak kampanye menteri sebagai 

pejabat negara berdasarkan asas pemilu yang tercermin dalam Pasal 299 UU Pemilu; kedua, 

kajian apakah pelaksanaan hak kampanye oleh menteri dapat dikategorikan sebagai 

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Meskipun Pasal 299 UU Pemilu memberikan 

ruang bagi pejabat negara untuk berkampanye, terdapat batasan yang harus diperhatikan, 

seperti kewajiban cuti dan larangan penggunaan fasilitas negara. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis doktrinal, memadukan 

bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kampanye 

menteri memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi implementasinya harus memperhatikan asas 

pemilu serta potensi dampak negatif seperti penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini juga 

menemukan bahwa pelanggaran terhadap asas "Jujur dan Adil" dapat mengarah pada 

rusaknya integritas pemilu, khususnya jika menteri memanfaatkan posisi dan sumber daya 

negara untuk mendukung kepentingan politik tertentu. 
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ABSTRACT 

This research discusses the campaign rights of ministers as state officials in the context of the 

general election principles regulated in the 1945 Constitution and the Election Law. The main 

focus of the research is an analysis of the provisions of Article 299 Paragraphs (2) and (3) of 

the Election Law that regulate the campaign rights of state officials, especially ministers, as 

well as their normative implications for the principles of Direct, General, Free, Secret, 

Honest, and Fair (LUBER JURDIL). This research also explores the potential for abuse of 

power that can occur in campaign practices by state officials. 

The research method used is a normative legal approach. The results show that although the 

Election Law grants campaign rights to ministers as state officials, their implementation must 

comply with certain restrictions to prevent abuse of power and ensure the implementation of 

democratic elections. 

Keywords: campaign rights, state officials, ministers, election principles, abuse of power 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini membahas hak kampanye menteri sebagai pejabat negara dalam konteks asas 

pemilihan umum yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Pemilu. Fokus utama penelitian 

adalah analisis terhadap ketentuan Pasal 299 Ayat (2) dan (3) UU Pemilu yang mengatur hak 

kampanye pejabat negara, khususnya menteri, serta implikasi normatifnya terhadap asas 

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Penelitian ini juga 

mengeksplorasi potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dapat terjadi dalam 

praktik kampanye oleh pejabat negara. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun UU Pemilu memberikan hak kampanye kepada menteri 

sebagai pejabat negara, pelaksanaannya harus mematuhi batasan tertentu untuk mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis. 

Kata Kunci: hak kampanye, pejabat negara, menteri, asas pemilu, penyalahgunaan 

kekuasaan 
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